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Pasal 82 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri  berbunyi:  “Pelaksana  penempatan  TKWI  swasta  bertanggungjawab 
untuk memberikan perlindungan kepada calon TKWI sesuai dengan perjanjian 
penempatan”58. Pernyataan bunyi pasal 82 UU No. 39 Tahun 2005 ini secara 
jelas  menyatakan  bahwa  pelaksana  atau  PJTKI  berkewajiban  memberikan 
perlindungan kepada TKWI sebagai upaya untuk memberikan perlindungan 
bagi  TKWI  sesuai  dengan  perjanjian  penempatan.  Perlindungan  yang 
dimaksud dapat  dilakukan oleh  PJTKI dengan memberikan  pelatihan kerja 
sebelum  pemberangkatan  TKWI,  mengurus  paspor  TKI  secara  legal,  dan 
mengurus TKWI yang bermasalah saat melakukan kerja di negara lain.   
Tanggung jawab PJTKI (PT.  Sukamulia  Mandiri  Agung)  berdasarkan 
data59 adalah sebagai berikut:
1.   Memberikan Keterampilan pada Pekerja
Agar tenaga kerja memeliki ketarmpilan sesuai dengan kebutuhan di 
negara lain perusahaan harus memberikan keterampilan-keterampilan yang 
diperlukan  pada  pekerja.  Keterampilan  yang  dimaksud  adalah 
keterampilan-ketarampilan  yang  berkaitan  dengan  jenis  pekerjaan. 
Misalnya jenis pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, dalam hal ini 
perusahaan harus memberikan keterampilan mengenai tugas-tugas sebagai 
pembantu  rumah  tangga.  Keterampilan  yang  diberikan  perusahaan 
diberikan kepada pekerja saat bekerja berada dalam penampungan yang 
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58  UU No.  39  Tahun  2004  tentang  Tenaga Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri,  Citra  Umbara, 
Bandung, 2003, hal 37. 
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59   Joko Timbul Wiyono, Pimpinan PT. Sukamulia Mandiri Agung. Hasil wawancara 12 Agustus 
2005.
tempatnya  telah  disedikan  oleh  perusahaan  atau  dalam  rekrutmen 
penyeleksian pekerja.   
2. Menghubungkan TKI dengan Perusahaan Asing dalam Penempatan Kerja
Tanggung  jawab  perusahaan  menghubungkan  TKI  dengan 
perusahaan  asing  dalam  penempatan  kerja  ini  sesuai  dengan  fungsi 
perusahaan sebagai perantara dalam memberikan pekerjaan kepada pekerja 
dengan perusahaan asing yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. 
Dalam  hal  ini,  perusahaan  PT.  Sukamulia  Mandiri  Agung  berfungsi 
sebagai wakil perusahaan asing dalam penandatanganan perjanjian kerja. 
Dengan  adanya  penandatanganan  Perjanjian  Kerja  yang  diwakili 
perusahaan  berarti  PT.  Sukamulia  Mandiri  Agung  telah  menyelesaikan 
tanggung jawabnya dalam hal memberikan pekerja kepada TKI.   
3.   Mengurus Paspor 
TKI  ke  luar  negeri  dalam hal  memenuhi  persyaratan  untuk  dapat 
bekerja  keluar  negeri  sudah sesuai  dengan  UU Nomor  39 Tahun 2004 
tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  kerja  Indonesia  di  Luar 
Negeri mengatur syarat-syarat bagi TKI terdapat pada Pasal 51, dengan 
bunyi lengkapnya sebagai berikut:
Untuk  dapat  ditempatkan  di  luar  negeri  calon  TKI  harus 
memiliki dokumen yang meliputi:
a.  Kartu  Tanda  Penduduk,   Ijazah   Pendidikan   terakhir,   akte 
kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
b.  surat  keterangan  status  perkawinan  bagi  yang  telah  menikah 
melampirkan copy buku nikah;     
c.  surat keterangan izin suami atau isteri, izin orang tua, atau izin 
wali;
d.   sertifikat kompentensi kerja;
e.  surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 
dan psikologi;
f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
g. Visa kerja; dan
h. Perjanjian kerja, dan 
i. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri)60.
 
Tanggung  jawab  untuk  PT.  Sukamulia  Mandiri  Agung  dalam 
membuat  paspor  bagi  tenaga  kerja  yang  dikirim  melalui  perusahaan. 
Parpor  yang  berisi  identitas  pekerja  dan  berfungsi  sebagai  alat  untuk 
bekerja  secara  resmi  di  luar  negeri  harus  dimiliki  oleh  pekerja.  Biaya 
pengurusan paspor ini sudah termasuk dalam biaya yang telah dibayarkan 
oleh pekerja.
Tanggung jawab lainnya untuk PT. Sukamulia Mandiri Agung dan 
sebagai  contoh  konkritnya  terdapat  dalam  isi  perjanjian  Pasal  23 
(Perjanjian Kerja di Negara Malaysia), yang berbunyi:
1) PJTKI  akan  menginformasikan  Konsulat  Jendral  republik 
Indonesia  di  Johor  Bahru  mengenai  butir-butir  Pekerja  yang 
sudah diberangkatkan ke perusahaan ini meliputi nama, nomor 
Paspor, tempat, tanggal lahir, dan alamat keluarga di Indonesia.
2) Employer  akan  menginformasikan  Konsulat  Jendral  republik 
Indonesia  di  Johor  Bahru  mengenai  butir-butir  Pekerja  yang 
sudah datang di perusahaan ini meliputi  nama,  nomor Paspor, 
tempat, tanggal lahir, dan alamat keluarga di Indonesia61.   
 
Berdasarkan bunyi Pasal 23 (Perjanjian Kerja di Negara Malaysia) 
tersebut  dapat  diketahui  bahwa PT.  Sukamulia  Mandiri  Agung sebagai 
perusahaan  yang  mengirimkan  tenaga  kerja  (Pasal  23  ayat  (1))  dan 
perusahaan asing yang menerima tenaga kerja (Pasal 23 ayat (2)) sama-
sama  memiliki  tanggung  jawab.  Tanggung  jawab  dari  masing-masing 
perusahaan  adalah  PT.  Sukamulia  Mandiri  Agung  memberikan 
informasikan  keberangkatan  tenaga  kerja  dan  perusahaan  asing 
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6 1   Data Sekunder: Kontrak Pekerja antara Pekerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Jasa di 
Malaysia
melaporkan  atau  memberikan  informasi  kedatangan tenaga  kerja  sesuai 
dengan identitas diri pekerja yang tercantum dalam paspor.  
4.   Mengirim Tenaga Kerja ke Tempat Tujuan
Setelah  keterampilan  dimiliki  oleh  pekerja  dan  memenuhi  syarat-
syarat lain untuk dapat bekerja di luar negeri, dengan syarat utama pekerja 
memiliki  paspor  PT.  Sukamulia  Mandiri  Agung melakukan  pengiriman 
TKI ke tempat tujuan sesuai dengan kesepakatan dalam isi perjanjian yang 
telah disepakati.
Setelah  tanggung  jawab  dilaksanakan,  selanjutnya  PJTKI  juga  harus 
mempertanggungjawabkan  TKI  yang  dikirim  keluar  negeri. 
Pertanggungjawaban  adalah  pertanggungjawaban  terhadap  Upah  TKI, 
keselamatan kerja, pertanggungjawaban apabila ada TKI yang meninggal.
Rincian keterangan pertanggungjawaban PT. Sukamulia Mandiri Agung 
terhadap TKI62, sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban terhadap Upah TKI
Masalah  gaji  TKI  yang  dikirim  ke  negara  lain  tersebut  adalah 
masalah  yang  diperoleh  dari  keluhan  pekerja  di  luar  negeri  saat 
berhubungan  dengan  PT.  Sukamulia  Mandiri  Agung.  Pekerja 
memberitahukan  bahwa  upah  yang  diterima  oleh  pekerja  tidak  sesuai 
dengan isi perjanjian.
Dalam  perjanjian  kerja  antara  TKI  dengan  perusahaan  jasa  luar 
negeri yang diwakili oleh PT. Sukamulia Mandiri Agung, salah satu isinya 
adalah mengenai  upah yang harus  diterima oleh para TKI.  Akan tetapi 
adakala perusahaan asing dalam memberikan gaji tidak sesuai dengan isi 
62     Joko Timbul Wiyono, Op.Cit,
yang  tercantum  dalam  perjanjian  kerja  yang  telah  ditanda  tangani. 
Berdasarkan  sumber  yang  pernah  bekerja  di  Malaysia  di  perusahaan 
kontrktor mengatakan bahwa TKI pernah mengalami ketidaksesuaian gaji 
dengan isi berjanjian. Dalam perjanjian TKI seharusnya menerima upah 
atau  gaji  dalam satu  bulan  sebesar  1,5  juta  rupiah,  kenyataan  yang  ia 
terima hanya  sebesar  1,2  juta  rupiah.  Atas  persetujuan bersama teman-
temannya  TKI  tersebut  menghubungi  pihak  PT.  Sukamulia  Mandiri 
Agung Cabang Sukoharjo,  setelah jangka aktu  satu  dari  pemberitahuan 
pihak wakil  PT. Sukamulia Mandiri  Agung ke tempat TKI bekerja dan 
berbicara dengan kepala perusahaan kontraktor. Atas kesepakatan antara 
PT.  Sukamulia  Mandiri  Agung  dan  perusahaan  kontraktor  dicapai 
kesepakatan  pembayaran  Rp  1.350.000,00.  dalam  hal  ini  pihak  PT. 
Sukamulia Mandiri Agung tidak dapat menuntut pembayaran sesuai dalam 
isi  perjanjian,  perusahaan hanya mengusahakan upah TKI dibayar  lebih 
besar dengan cara kekeluargaan73.
Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dipahami  bahwa 
pertanggungjawaban  PT. Sukamulia Mandiri Agung dalam hal upah yang 
tidak sesuai dengan isi perjanjian adalah berusaha meminta kepada pihak 
perusahaan untuk membayar  sesuai dengan isi perjanjian. Dalam hal ini 
PT. Sukamulia Mandiri Agung tidak dapat menuntut pembayaran sesuai 
isi perjanjian karena TKI yang bekerja di negara lain dalam bekerja telah 
menggunakan undang-undang di mana TKI bekerja
7 3   Sunaryoko, Penduduk Wonogiri, TKI Melalui PT. Sukamulia Mandiri Agung yang pernah 
bekerja di Malaysia, hasil wawncara 22 September 2005
Masalah  upah  yang  tidak  sesuai  dengan  isi  perjanjian  yang  telah 
disepakati menunjukkan upah TKI yang tidak sehat.  Realisasi dari suatu 
rencana  upah  yang  sehat  akan  merealisasikan  sistem  upah  yang  baik. 
Dengan  kata  lain,  besarnya  upah  tergantung  sepenuhnya  pada  baik 
buruknya rencana sistem upah yang ditetapkan.
Untuk mengatasi masalah ini pihak PT.  Sukamulia Mandiri Agung 
mengambil langkah, antara lain:
a. Mengirim salah satu karyawan untuk mengecek kebenaran dari laporan 
pekerja yang dikirimkannya.
b. Apabila  informasi  pekerja  benar  perusahaan  berusaha  untuk 
melakukan pembicaraan dengan perusahaan asing yang menempatkan 
pekerja bekerja.
c. Meminta  kerjasama  dengan  perusahaan  asing  tersebut  untuk 
berhubungan  dengan  perusahaan/majikan  yang  bersangkutan  agar 
dapat memberikan hak upah pekerja seperti dalam isi perjanjian. 
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